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BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR (/O TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan ketentuan
Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sinjai, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Besaran
Kompensasi Bagi Kelompok Pakar Atau Tim Ahlj Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republlik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 801);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); l'
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
93);

14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 102);

15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
162);

16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183);
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17.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib;

18.Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI BAGI

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah
tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu
yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan
DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan
DPRD.



BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DPRD dimaksudkan sebagai penghargaan atas tenaga, pikiran, keilmuan serta
keahlian yang digunakan dalam melaksanakan tanggungjawab selaku
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 3

Pemberian kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DPRD bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas setiap Alat
Kelengkapan DPRD.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

a. besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DPRD;

b. tata cara pembayaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat

Kelengkapan DPRD;

pertanggungjawaban; dan

pembiayaan.
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BAB IV
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 5

(1) Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DPRD diberikan berdasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan asas
rasionalitas dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi
dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar Rp3.500.000,00
(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(3) Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipotong pajak yang wajib
dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
dibayarkan setiap bulan.

(2) Prosedur dan Tata cara Pembayaran kompensasi Kelompok Pakar atau
Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban atas pembayaran kompensasi kepada Kelompok
Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD paling rendah dilampiri
dengan salinan keputusan pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD.

(2) laporan yang berisi materi kegiatan kelompok pakar atau tim ahli dalam
mendukung kinerja alat kelengkapan DPRD.

(3) Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8
Biaya pelaksanaan pemberian kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat

Kelengkapan DPRD dibebankan kepada APBD melalui dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat DPRD.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.
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Diundangkan di Sinjai
pada tanggal. 28 fehran 2023
ERAH KABUPATEN SINJAI,




